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BAB V 

PENUTUP 

1.1. Kesimpulan. 

1. Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah 

melaksakan Peran dan Fungsi Kantor wilayah Kementrian Hukum dan Hak 

Asasi Manusia Nusa Tenggara Barat Dalam Melaksanakan Pengawasan 

dan Penindakan Terhadap Orang Asing di Nusa Tenggara Barat dengan 

baik Sebagai Berikut : 

(1) Melaksanakan pengkoordinasian, perencanaan, pengendalian 

program kegiatan pengawasan dan penindakan keimigrasian 

terhadap orang asing. 

(2) Melakukan pembina kegiatan pengawasan dan penindakan 

keimigrasian terhadap orang asing. 

(3) Penegakan hukum di bidang keimigrasian. 

2. Kendala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Nusa Tenggara Barat dalam melaksanakan pengawasan dan penindakan 

keimigrasian terhadap orang asing diantaranya yaitu: 

(1) Kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pegawai 

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Nusa Tenggara Barat dan jajaran unit pelaksana teknis.  
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(2) Anggaran kerja untuk kegiatan pengawasan dan penindakan 

orang asing tidak aplikatif dengan rencana kerja. 

1.2. Saran 

1. Kantor wilyah kementrian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat telah 

melaksanakan peran dan fungsinya dengan baik namun kantor wilayah 

kemenkumhan beserta jajarannya harus mempertahankan dan 

meningkatkan peran serta fungsi dalam melaksanakan pengawasan 

keimigrasian terhadap orang asing. 

2. Peneliti menyarankan agar Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM 

Nusa Tenggara Barat melaksanakan program peningkatan mutu sumber 

daya manusia dengan beberapa pola, yaitu: memberikan pelatihan, 

bimbingan teknis serta penyuluhan materi tentang keimigrasian kepada 

pegawai dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak 

Asasi Manusia Nusa Tenggara Barat Khusunya pegawai di Divisi 

Imigrasi. 

3. Agar program peningkatan sumber daya manusia terlaksana secara merata 

maka pegawai yang diberikan program peningkatan sumber daya manusia 

dilakukan secara bergiliran, selain pemerataan juga dapat mensiasati 

keterbatasan anggaran. 
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Wawancara bersama narasumber di kantor wilayah KEMENKUMHAM 

 



 

 

 

Foto bersama narasumber 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 


